PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 5 TAHN 1962
TENTANG
PEDOVAN KERJA ADM NSTRATI F ( PERATURAN TATA TERTI B)
APARATUR PEMER NTAHAN NEGARA PADA T1 NGKAT TERTI N3

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:
bahwa dal am nenyel enggarakan penerintahan Negara nenurut Uhdang- undang
Dasar perlu ditetapkan suatu pedoman kerja admnistratif (peraturan

tata-tertib) bagi Aparatur Penerintahan Negara pada tingkat tertinggi;

Menbaca :

Menorandum Panitia 6 nengenai "Penyenpurnaan QO gani sasi dan Admnistrasi
Aparatur Negara pada tingkat tertinggi" tertinggal 30 Januari 1962, yang
di sanpai kan kepada kam pada tanggal 13 Pebruari 1962;

Mengi ngat :
1. Pasal -pasal 4, 5 dan 17 Undang-undang Dasar;
2. Keput usan Presiden No. 94 tahun 1962;

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 12 dan 19 Juni 1962;

Menut uskan :
Menet apkan:
Peraturan Presiden tentang Pedoman Kerja Admnistratif (Peraturan Tata-
Tertib) Aparatur Penerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi sebagai
beri kut :

BAB |
TENTANG PEMER NTAHAN NEGARA

Pasal 1.

Peneri ntahan Negara disel enggarakan ol eh Kenenterian Negara atau
Kabi net dengan Presi den sel aku Perdana Menteri, dan para Menteri .

Pasal 2.
Presi den sel aku Perdana Menteri
a. nenegang pi npi nan peneri nt ahan Negar a;
b. nenet apkan kebi j aksanaan Peneri nt ah.
Pasal 3.
Menteri Pertana bertugas :
a. nenber i kan pi npi nan dal am pener i nt ahan Negar a sehari -
hari/routine/admnistratif atas petunjuk Presiden/Perdana Menteri;
b. nengkoor di nir pekerjaan para VWakil Menteri Pertana.

Pasal 4.



WI ayah kekuasaan penerintahan Negara di bagi dal am 8 B dang Penerint ahan,
yaitu :

dang | uar negeri,

dang dal am negeri,

dang pertahanan keananan,

dang produksi ,

dang distribusi,

dang keuangan,

dang kesej ahteraan rakyat, dan

dang khusus,

yang nasi ng-nmasing dikoordinir oleh seorang WAkil Menteri Pertana, yang
newaki | i Presi den/ Perdana Menteri di bi dangnya nasi ng- nasi ng.

ONog~LONE

Pasal 5.

Veékil Menteri Pertana bertugas :

a. nenet apkan kebi j aksanaan politik untuk B dangnya, dengan nengi ndahkan
kebi j aksanaan Penerintah yang ditetapkan oleh Presiden/ Perdana
Menteri, dan setel ah ber nusyawarah dengan para Menteri yang ternasuk
dal am bi dangnya;

b. nengkoor di nir pekerjaan para Menteri yang ternasuk dal am bi dangnya;

C. nenyel esai kan  pekerjaan-pekerjaan lain yang ditugaskan ol eh
Presi den/ Perdana Menteri atau Menteri Pertana kepadanya.

Pasal 6.

Tiap-tiap B dang Penerintahan ternaksud pada pasal 4 dibagi dalam
bagi an-bagi an penerintahan atau departenen-departenmen penerintahan yang
berbentuk Departenen atau tidak, dan yang nasing-nasing dipinpin oleh
seorang Menteri .

Pasal 7.

Menteri bertugas :

a. nenet apkan kebi j aksanaan politik untuk bagian penerintahannya atau
Departemen  penerintahannya dengan  nengi ndahkan  kebi j aksanaan
Pererintah yang ditetapkan oleh Presiden/Perdana Menteri dan
kebi j aksanaan politik yang ditetapkan ol en Vékil Menteri Pertama yang
ber sangkut an :

b. nemnpin dan nengkoordinir pekerjaan para Kuasa Menteri atau
Sekretaris Menteri yang nenbantu Menteri dal am nmenunai kan tugasnya
sehari-hari/routine/admnistratif;

C. nenyel esai kan  pekerjaan-pekerjaan lain yang ditugaskan ol eh
Presi den/ Perdana Menteri, Menteri Pertama atau Vékil Mnteri Pertama
kepadanya.

Pasal 8.

(1) Segala hubungan antara Presiden dan para Menteri begitu pula antara
para Menteri, bai k secara perseorangan naupun dengan surat-nenyurat,
harus di | akukan dengan nengi ndahkan garis-garis hierarchi sebagai nana
di urai kan dal am pasal - pasal terdahul u, yang dari atas kebawah nel al ui
berturut-turut Presiden/Perdana Menteri, Mnteri Pertana. Vékil



Menteri Pertama dan Menteri .

(2) Segala hubungan lain dari pada yang di naksud pada ayat (1) pasal ini
harus segera diberitahukan oleh fihak yang bawah kepada fihak atau
fi hak-fihak yang di perat as.

BAB | |
TENTANG MUSYAVVARAH KABI NET.

Pasal 9.

Cal am nenyel enggar akan penerintahan Negara naka Presiden/ Perdana Menteri

dapat nengadakan :

a. Musyawar ah Paripurna Kabinet, yang dihadiri oleh Mnteri Pertana,
para Vékil Menteri Pertana, para Menteri dan para PFinpinan MP.R S,
DP.R-GR, DPA dan Depernas yang berkedudukan Vékil Menteri
Pertama atau Menteri;

b. Misyawar ah Kabi net, yang dihadiri oleh Menteri Pertana dan para VékKi |
Menteri Pertama, begitu pul a ol eh seorang atau beberapa orang Menteri
yang di pandang perl u.

Pasal 10.

Senua Msyawar ah Kabi net ternaksud pada pasal 9 diatas dapat di adakan pul a
oleh Menteri Pertama untuk kepentingan penyel enggaraan penerintahan Negara
sehari-hari. Semua Misyawarah Kabinet ini dapat dipinpin atau dihadiri
setiap waktu ol eh Presi den/ Perdana Menteri .

Pasal 11.

(1) Dal am Musyawar ah- nusyawar ah Kabi net tersebut diatas di nusyawar ahkan
nmasal ah-masal ah politik, mliter, sosial- ekonoms, sosial-kulturil
dan lain-lain yang prinsipiil dan penting bagi seluruh penerintahan
Negara atau bagi an terbesar penerintahan Negara.

(2) Dalam soal-soal termaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk soal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan lain- lain peraturan
Negara yang prinsipiil dan penting bagi seluruh atau bagi an terbesar
peneri ntahan Negara, yang perlu di kel uarkan ol en Peneri nt ah.

(3) Presiden nenentukan apakah tentang nasal ah-nasal ah ternaksud pada
ayat (1) pasal ini perlu dimntakan pertinbangan dul u dari
a. Misyawar ah Pi npi nan Negar a,
b. Rnpinan MP.R S, antara lain tentang Rancangan Uhdang- undang
yang penting sekali,

C. DP.A,.antara lain tentang Rancangan Uhdang-undang yang
penting dan yang penting sekali, atau
d. Badan Kerja Depernas antara lain tentang Rancangan Whdang-

undang yang nengenai penbangunan.
Pasal 12.

(1) Acara, waktu dan tenpat Misyawar ah- nusyawar ah Kabi net ternaksud pada
pasal 9 ditetapkan oleh Presiden/Perdana Menteri atau Menteri



Per t ana.

(2) Musyawar ah- nusyawar ah Kabi net ternakud pada pasal 9 huruf b dapat
di adakan oleh Menteri Pertama satu kali semnggu dan sel anj utnya
setiap kali dianggap perlu ol en Presiden/ Perdana Menteri atau Menteri
Pert ana.

BAB I |
TENTANG RAPAT KERJA KABI NET.

Pasal 13.

(1) Wtuk rnenusyawarahkan mnasal ah-masalah politis, mliter, sosial-
ekonoms, sosial-kulturil dan lain-lain yang prinsipiil dan penting
bagi satu atau bebarapa bidang penerintahan Negara, naka Menteri
Pertana dapat nengadakan rapat kerja Kabinet, yang dihadiri oleh
Vékil Menteri Pertana atau para Wkil Mnteri Pertama yang
ber sangkut an, begitu pul a ol en Menteri-nenteri yang di pandang perl u.

(2) Dalamsoal -soal ternaksud pada ayat (1) pasal ini ternasuk rancangan-
rancangan Peraturan Negara yang prinsipiil dan penting bagi satu atau
beberapa bidang penerintahan Negara yang perlu dikeluarkan ol eh
Pener i nt ah.

Pasal 14.

Rapat -rapat Kerja Kabi net ternaksud pada pasal 13 dapat dipinpin atau
dihadiri setiap waktu ol eh Presiden/ Perdana Menteri .

Pasal 15.

Acara, waktu dan tenpat Rapat-rapat Kerja Kabinet tersebut diatas
di tetapkan ol eh Menteri Pertana.

BAB IV
TENTANG RAPAT KERJA MENTER .

Pasal 16.

Untuk nenunai kan tugasnya sehari-hari naka tiap-tiap Vékil Menteri
Pertana dapat mengadakan Rapat Kerja Menteri yang dihadiri oleh senua,
beberapa orang atau seorang Menteri yang termasuk dal am B dangnya nasi ng-
nasi ng.

Pasal 17.

Rapat-rapat Kerja Menteri ternaksud pada pasal 16 dapat di pi npin atau
dihadiri setiap waktu oleh Presiden/Perdana Menteri atau oleh Mnteri
Pert ana.

Pasal 18.

(1) DalamRapat-rapat Kerja Menteri tersebut diatas dapat diundang | ain-
lain Wkil Menteri Pertana atau Menteri-nenteri dari lain-lain B dang



yang ber sangkut an.

(2) Wdangan kepada Menteri-nenteri dari lain-lain dang seperti
termaksud pada ayat (1) pasal ini harus diketahui oleh atau
di sanpai kan nel al ui Vkil Menteri Pertama yang ber sangkut an.

Pasal 19.

(1) DalamPRapat-rapat Kerja Menteri tersebut diatas di nusyawarahkan soal -
soal routine/admnistratif yang penting, yang dapat di gol ongkan dal am
pekerjaan sehari-hari seorang atau beberapa orang Vékil Menteri
Pertama atau beberapa orang Menteri .

(2) Dalamsoal -soal ternaksud pada ayat (1) pasal ini ternasuk rancangan-
rancangan Peraturan Negara yang bersifat routine/admnistratif yang
perl u di kel uarkan ol enh Pereri nt ah.

Pasal 20.

Acara, waktu dan tenpat Rapat-rapat Kerja Menteri tersebut diatas
ditetapkan ol en Vékil Menteri Pertana yang nenganbil inisiatif untuk itu.

BAB V
TENTANG MUSYAVVARAH PI MPI NAN NEGARA

Pasal 21.

Misyawar ah P npi nan Negara nenbi carakan soal -soal politik nasional
dan internasional yang dianut oleh Penerintah Republik Indonesia atau
nengenai pi npi nan umum Negara Republ i k Indonesia, dan lain-lain soal yang
di tent ukan ol en Presi den.

Pasal 22.

Acara, waktu dan tenpat Misyawarah P npinan Negara ditetapkan ol eh
Presi den Republ i k | ndonesi a.

BAB M
TENTANG KOS -KOM S .

Pasal 23.

Untuk nenbantu atau nenberi pertinbangan kepada Presiden/ Perdana
Menteri, Menteri Pertanma, seorang Vékil Menteri Pertama, seorang Menteri,
Kabi net atau Misyawar ah P npi nan Negara dal am nenyel esai kan suat u per soal an
yang tertentu dapat dibentuk suatu Komsi, baik yang bersifat tetap maupun
yang bersifat senentara.

Pasal 24.

Kom si -kom si ternmaksud pada pasal 23 dapat terdiri atas :

a. Pej abat - pej abat Negara berti ngkat Menteri ;

b. Pej abat - pej abat Negara bertingkat Menteri bersamasana dengan pej abat -
pej abat Negara | ain dan/atau orang-orang bukan pej abat Negar a;

C. Pej abat - pej abat Negara yang tidak bertingkat Menteri;



d. Pej abat - pej abat Negara yang tidak bertingkat Menteri bersana-sana
dengan or ang- orang bukan pej abat Negara :

e. O ang- orang bukan pej abat Negar a.
Pasal 25.
(1) Komsi-komsi tersebut diatas dapat berbentuk :
a. Panitia ad hoc Kabinet, jika terdiri atas Pejabat-pej abat
Negara bertingkat Menteri;
b. Panitia Negara, jika diadakan untuk nenghadapi suatu nasal ah
yang prinsipiil dan penting;
C. Panitia Interdepartenental, jika diadakan untuk nenghadapi

suatu nasalah admnistratif, yang nengenai lebih dari satu
Depar t enen Pener i nt ahan;

d. Panitia Departenental, jika diadakan untuk nenghadapi suatu
nasal ah admnistratif yang nengenali satu Depart enen
Pener i nt ahan.

(20 Nanma Komsi-komsi ternmaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan ol eh
Presi den/ Perdana Menteri, Menteri Pertana, Vékil Menteri Pertama atau
Menteri yang nenbent uknya.

BAB M |
TENTANG PERMUSYAVWARATAN

Pasal 26.

Segal a pernusyawar at an dal am Misyawarah (paripurna) Kabinet, Rapat
Kerja Kabinet, Rapat Kerja Menteri, Msyawarah P npi nan Negara dan Komsi -
komsi bersifat rahasia dan dil akukan dengan semangat gotong-royong dal am
suasana persaudaraan yang dipinpin oleh himat Kkebijaksanaan nenuju
per nuf akat an.

Pasal 27.

Dengan seizin pinpi nan pernusyawar atan dapat diikut-sertakan dal am
seluruh atau sebagian dari pernusyawaratan seorang atau beberapa orang
bukan anggota per nusyawaratan untuk nenbantu atau mewakili seorang anggot a
per nusyawar at an atau unt uk nenberi ket erangan/ nasehat nengenai sesuatu soal
tertentu.

Pasal 28.
(1) Segala putusan yang dianbil dal am pernusyawaratan ditetapkan ol eh
pi npi nan per nusyawar at an dengan nenper hat i kan pendapat - pendapat yang
di kenukakan dal am per nusyawar at an.

(2) Putusan-putusan ternmaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditaati ol eh
setiap anggot a per musyawar at an yang ber sangkut an.

Pasal 29.

Pengununan- pengununan mengenai sesuat u per nusyawar at an di | akukan ol eh
pi npi nan per nusyawar atan yang bersangkutan atau ol eh Menteri Penerangan



atas permntaan pi npi nan per nusyawaratan it u.

BAB M | |
TENTANG SEKRETAR AT NEGARA

Pasal 30.

Cal am nenunai kan tugasnya, yaitu nenbantu Presiden/ Perdana Menteri

dal am pekerj aannya sehari-hari, naka Sekretariat Negara harus nengi ndahkan
ket ent uan- ket ent uan dal am Pedonan Kerja Admnistratif yang berikut.

Pasal 31.

Unt uk nenunai kan tugas ternaksud pada pasal 30, nmaka para Sekretariat dan
ro dal am Sekretariat Negara di serahi pekerjaan-pekerjaan sebagai beri kut

1

Kabi net Presi den nengurus :

a. perundang- undangan dan soal -soal Yang berhubungan dengan
per at ur an- per at uran Negar a;
b. surat-surat Yang bersifat sipil Yang disedi akan kepada pri badi

Presiden dan segala pekerjaan lain yang tidak ternasuk tugas
Sekretariat, atau ro tersebut dalam ayat-ayat selanjutnya
dari pasal ini atau yang khusus ditugaskan kepadanya ol eh

Presi den;

C. soal -soal upacara kepresidenan, perjal anan-perjalanan dan
keuangan Presi den;

d. soal -soal hubungan antara Presiden dan pers, radio dan televisi
(Press Gficer Presiden);

e. soal -soal kesehatan pribadi Presiden, keluarga Presiden dan

kel uarga para petugas Sekretariat Negara Yang ditentukan ol eh
Presiden (Dokter Pribadi Presiden).
Sekretariat Mliter Presiden nmengurus : surat-surat yang bersifat
mliter dan kepolisian yang disedi akan kepada pribadi Presiden dan
segala pekerjaan lain yang bersifat mliter dan kepolisian Yang
di t ugaskan kepadanya ol eh Presi den.
Rumah Ti nggal Presi den nengurus :

a. | stana-i stana dan lain-lain gedung- gedung, kendar aan-
kendaraan, alat-alat dan sebagainya, yang tersedia untuk
Presi den;

b. soal -soal kerumah-tanggaan, Presiden.

Tugas Kesatuan Cakrabirawa dan Saf Audan Presiden diatur
tersendiri.
Biro Admnistrasi dan Oganisasi (Birol) nengurus :

a. soal -soal admnistrasi, organisasi dan personalia seluruh
Aparatur sipil Negara;
b. soal -soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi semua

Lenbaga-| enbaga Negara Tertinggi dan Badan-badan Penerintahan
Tertinggi yang ditenpatkan |angsung dibawah Presiden dan
Menteri Pertana.
ro Ekonom dan Keuangan (Biro I1) nengurus : segal a soal dibidang-
bi dang produksi, distribusi dan keuangan.
ro Politk dan Keananan (Biro I11) nengurus : segal a soal dibi dang-
bi dang | uar negeri, dal amnegeri dan pertahanan/ keananan.
B ro Kesejahteraan Rakyat (Biro IV) nengurus : segal a soal dibidang



kesej aht er aan rakyat .

9. ro Misyawarah (Biro V) nengurus : segal a soal yang bertal i an dengan
per nusyawar at an- per nusyawar atan dal am Misyawarah P npi nan Negar a,
Kabi net dan | ain-lain Lenbaga Negara Terti nggi .

10. ro Tanda Kehornmatan (Biro M) nengurus : segal a soal yang bertalian
dengan penganugerahan bintang, satyalancana dan lain-lain tanda
| asa/ penghar gaan.

BAB | X
TENTANG KETENTUAN KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 32.
Soal - soal tata-kerja admnistratif Kabi net , dang- bi dang

Peneri nt ahan, Departenen-departenen Penerintahan, Badan-badan Peneri nt ahan
Tertinggi, Misyawarah P npi nan Negara, Komsi-komsi dan Sekretariat Negara
yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau yang nenerl ukan
pengat uran | ebi h | anjut akan di atur dengan Keputusan Presi den.

Pasal 33.

(1) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

(2) Peraturan Penerintah No. 61 tahun 1951 (Lenbaran- Negara tahun 1951
No. 99) tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Menteri tidak berlaku
lagi terhitung mulai hari-tanggal berl akunya Peraturan Presiden ini.
Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1962.
Presi den Republ i k | ndonesi a.
ttd.
SUKARNQ

DO undangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 1962.

Sekretari s Negar a,

ttd.

MOHD, | GHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1962 NOMER 39
LAVP RAN LI HAT H ST K



